
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
 NOMOR 5 TAHUN 2007 
 TENTANG 
 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
 DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2006 
 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 BUPATI JAYAPURA, 
 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu 

dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi 

Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1018); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
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32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2001 (LN Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,TLN Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
4024); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005(LN Rep!Jblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,TLN 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005; 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura(Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura 
Tahun 2003 Nomor 28); . 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2006 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2006); 

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 

23. Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 
2006; 

 
 Dengan Persetujuan Bersama 
 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
 dan 
 BUPATI JAYAPURA 
 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
TAHUN ANGGARAN 2006 

 
Pasal 1 

 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut : 
a. Pendapatan........................ Rp. 607.638.401.223,33 
b. Belanja........................... Rp. 545.715.697.695,00 
        ----------------------- 
 Surplus/Defisit................... Rp.  61.922.703.528,33 
c. Pembiayaan........................ 
 - Penerimaan................... Rp.  20.194.302.820,00 
 - Pengeluaran.................. Rp.  82.117.006.348,33 
  Surplus/Defisit.............. Rp. (61.922.703.528,33) 
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